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BUPATI HAしMAHERA TIMUR

Menimbang:　a. Bahwa untuk menjawab tantangan pe「kembangan dinamika

Pembangunan Yang membutuhkan sumber Pendapatan Asli Dae「ah,

maka Kabupaten HaImahera Timur pe血menggaIi Potensi sumber daya

Vang dimi冊.

b‘ Bahwa untuk mengga“ Pote=Si Sumber Daγa ter§ebut di pandang perlu

membentuk Perusahan Daerah.

C. Bahwa berdasarka= Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hu「uf a

dan b di atas maka dipandang perlu adanya peraturan daerah yang

mengatur hai tersebut

Mengingat ‥　1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Pe「usahan Daerah

しembaran Negara Rl 「ahun 1962 Nomor lO, (Tambahanしembaran

Negara Repu輔k Indonesia, Nomor : 2387);∴∴∴∴dr

2`　Undang - Undang Nomor l Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas,

(しembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Negara RepubIik

Indonesia, Nomor : 3587);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tah… 1999 Tentangan Lara蒔an pratek

monopoli dan persaingan tidak sehat (しembaran Negara RepubIik

lndonesia tahun 1995・ Nomor : 33’Tambahanしembaran Negara

RepubIik lndonesia, Nomor : 3817);

4. Undang - Undang Nomor　8 Tahun 1999 Tentang Pe冊ndungan

Konsumen, (Lemba「an Negara RI Tahun 1999, Nomor : 42. Tambahan

Lembaran Nega「a Republik lndonesia, Nomor : 3821);

5. Undang - Unda=g Nomor 34 Tahu∩ 2000 Tentang Perubahan atas

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Retribusi

Dae「ah (Lembaran Negara Repub冊Indonesia Tahun 1997, Nomor : 54,

Tambahan Lembaran Negara Rep両k lndonesia, Nomor : 4048);

6. Undang一Undang Nomo「 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara ( BUMN)′ (しembaran Nega「a R聖Pulik lndonesia Tahun 2003

Nomo「 70, Tambahanしembaran Nega「a Repu輔k indonesia. Nomor :

429乃



7. ∪=dang - Undallg Nomor l Tahun∴2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Ha血ahera Utara ・ Kabupaten HaImahera SeIatan′ Kabupaten

Kepulauan suIaノKabupaten HaImahe「a Timur dan Kota Tidore Kepulauan

di Propinsi MaIuku Utara (しembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun

2003 Nomor : 20′ Tambahanしembaran Negara Repu航一ndonesia,

Nomor : 4264);

8. Undang - undang Nomor lO Tahun 2004 tentang pembentukan

Peratu「an Pe…dang-undangan (しem妙a「an Nega「a RI Tahun 2004

Nomor 53′ Tambahanしembaran Negara RepubIik lndonesia, Nomor :

4389〉;

9. Undang - undang Nom。r 32 Tahun 2004 tentang Peme「intah Daerah

(Lem撞baran Nega「a RepubIik lndonesia, Tahun 2004 Nom。, : 125,

Tambahan Lembaran Nega「a RepubIik -ndonesia, Nomor : 4437);

10・ Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pe「imbangan antara

Pemerintah Pusat dan Peme「intah Daerah (Lem舶ba「an Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126′ Tambahanしembaran Negara

Republik lndo=eSia, Nomor : 4438);

11. Peraturan pemerintah Nomo「 lO5 Tahun 2000 Tentang PengeIolaan dan

Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (しemba「an Negara Republik

l=donesia Tahun 2002・ Nomo「 : 202’Tambahan Iembaran Negara

Repub撮indonesia, Nomor : 4022);

12. Peraturan pemerintah Nomo「 lO8 Tahun 2000 Tentang tata ca「a

Pertan討ng jawaban KepaIa Dae「ah (しembaran Nega「a RepuIik ind。n。Si。

Tahun 2000′ Nomo「 : 209′ Tambahanしemba「an Negara RepuIik

刷0ne5ia, PP N°mO「・ : 40之乃

13. Keputusan Presiden′ Nomor ‥ 44 Tahun 1999 Ten申ngTeknis Penyusanan

Perundang Undanga= dan bentuk Rancangan‘ undang - undang,

Rancangan Pe「aturan Pemeri=tah dan Rancangan Keputusan Presiden.



DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAl(lLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HAしMAHERA TIMuR

DAN

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :　P駅ATURAN DAERAH KABUPATEN HAしMAHERA TIMUR

TENTANG PEMBENTUKAN PERuSAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal i

Daiam peratu「an Daerah iniyangdi maksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten HalmaheraTimur

b. Pemerintah Daerah adaiah Bupati dap Perangkat Daerah sebagai u「ISu「 PenyeIenggara

Pemerintah Daerah.

C. Kepala Daerah adalah Bupati HalmaheraTimur;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seIanjutnya di sebut DPRD Kabupaten Ha!mahera

Timur adalah sebagai unsu「 Penveienga「a Peme而tah Dae「ah.

e. Perusahan Daerah adalah Perusahan Daerah kabupaten HaImahera Timur

f. Di「eksi adaIah Direksi Perusahan Daerah kabupaten Halmahera Timur yang me「upakan

u∩sur pimpinan Pe「usahan dan terdi函da「i Di「ektur Utama dan Direktur ;

g. Badan pengawasan adalah badan pengawasan Pe「usahan Daerah Kabupaten Halmahe「a

丁imu「,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`・

h. Perusahaan adalah Perusahaan yang kedudukamya sebagai badan hukum,

i. Ka「YaWan adalah karyawan yang di angkat pekerja dan di gaji oIeh Pe「usahaan Dae「ah

SeSuai dengan Peraturan perundang一Undangan yang be「ねku,

j. Saham terdiri dari Saham prioritas dan Saham Biasa yang di seto「 Sebagai modaI

Pe「usahaan Daerah.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥

k. Badan pengawasan adalah badan Pengawasan dae「ah kabupaten Halmahera timu'.

I. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Kabupaten Halmahera Timu「,

m. Pemegang saham adala「l Warga Negara lndonesia atau Badan Hukum yang didi「ikan sesuai

Peratu「an Perundang Undangan yang berIaku,

n. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Dae「ah daiam

pe「encanaan pelaksanaan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah Yang

bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya seca「a berdaya guna berhasil se鴫

dapat berkembang seca「a baik.　　　　　　　~

O. Pengawasan adaねh seluruh p「oses kegiatan peniIayan 〔erhadap Perusahaan Daerah

dengan tujuan agar Pe「usahaan Dae「ah te「sebut melaksanakan fungsinγa dengan baik dan

berhasil mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

p. pihak ketiga adalah instansi, Lembaga Badan Hukum dan Program d=ua「 Perusahaan

Daerah Pemerintah Pusat, Pemerintah dae「ah lainnya, Badan Usaha M撮Dae「ah Iainnya,

KoperasしSwasta NasionaI dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar Negeri

atau Perusahaan dae「ah lainnYa.

q. K。巾a sama 。dalah suatu rangkaian kegiatan yang te軸kきiena adanya ikatan antara

pemsahaan Daerah dengan Pihak ‘ ketiga untuk bersama sama hielakukan suato kegiatan

usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu,



-　An登ran Pendapatan dan Belanja Daerah　〈 APBし) adalah rencana Ke巧a Pem。「int。h

Daerah Halmahera TimuI・ yang tertuang dalam rangka di sis=ain, memuat renCana

PembeIartoan Negara dalamjangka waktu l (satu )TafunAnggaran.

BABlさ

pとMBとN丁UKA討

1) Dengan peraturan daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah dengan pedoman pada

Pe「aturan Perundang-undangan yang berlaku

2) Perusahaan daerah Yang di maksud ,Pada aYat (1l pasa冊dapat membentuk bebe「apa

3) Pembentukan u=it tersebut ayat (2) pasaI ini diusuIkan oleh direksi dengan persetujuan

PemegangSaham ya=g terlebih dahuIu me=dapa亡Pertimbangan dari badan pengawasaIl.

4) Unit usaha yang dimaksud ayat 〈2) adalah unit usaha yang dikeloia oIeh perusahaan

daerah dan atau unit dae「ah usaha yang didirikan oleh pe「usahaan, ke巧a sama dengan

Badan Usaha MiIik Nega「a′ Swasta Nasional dan badan usaha Iainya yang berbadan

hukum te馴te「lebih dahulu mendapat persetujua= DewaれPe…akilan Rakyat Daerah

(DPRD).

BAB冊

NAMA′ KEDuDUKAN′ TujuANI FuNGSI

SERTA BIDANG USAHA

Bagian Pe「tama

Pasai3

Nama perusahaan dae「ah ini adalah Perusahan Dae「ah Perdana Cipta Mandiri

Bagian Kedua

KEDuDUI(AN

PasaI 4

1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di pusat ibu Kota Kabupaten Halmahe「a

2) Direksi telah mendapat pertimbangan Badan Pengawasan dengan pe「set可uan pemegang

Saham untuk dapat membuka kantor cabang atau pe…ak帖n didaIamぬn diluar

Kabupaten Ha!mahe「a Timur.

Bagian Ketiga

TU」UAN DAN FUNGSI

Pasa1与

1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah ikut serta daIam melaksanakan pembangunan daerah

Pada umumnya dan pembangu=an ekonomi pada khususnya guna menunjang dan

meningkatkan Pendapatan AsIi Dae「ah (PAD) dengan be「o「ientasi kepada kepentingan

rakyat, ketentraman serta kegai「ahan ke巾a daiam perusahaan daerah menuju masyarakat

adiI dan makmur.

2) DaIam mewujudkan tujua細れya, PeruSahaan dae帽h dapat beke申ama daIam bentuk

器藍霊詳言言霊:嵩詣蒜葦請書等書誌霊
Saham dan terlebih dahulu dapat pe「timbangan dari badan pengawas.

3) Fungsi perusahaan daerah adalah menYiapkan sa子ana dan fas航tas pengelola dan

memasarkan serta memberi distribusi pelayanan seca「a professional atas dasa「 prinsip

Saling menguntungkan demi kemajuan bersama.



Bagian Keempat

BIDANG USAHA

Pasa16

1) Perusahaan dae「ah berge「ak daIam bidang usaha :

a. Perdagangan umum

b.lndustrY

C. 」asa perhubungan

d. Agribisnis (Pertanian dan peternakan)

e. Pe「jkana調

f. Kehutanan

g. Perkebunan

h. Pertambangan

i. TeIekomunikasi

j, Pariwisata

k. Properti, jasa kontruksi

l. Dan usaha lainya Yang menjadi kebutuhan masyarakat.

2) Bidang usaha γang dimaksud aγat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan dae「ah berdasa「kan Pe「aturan perundang- Undangan yang berlaku.

3) Bidang usaha yang tidak tercantum daIam ayat (1 ) dapat dibentuk dan dikeIoIa dan

ter!ebih dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan dari pemegang saham.

BABIV

MODAし

pasa17

1) Modai Pe「usahaan Daerah te「diri da「i modaI dasa「 dan modaI penyertaan.

2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota Iain

dan Peme「intah Prop圭nsi Maluku Utara dan Propins=ainnYa Serta Pihak ketiga dan atau

atas persetujuan be「sama.　　　　　　　　　　　　　r

3) N=ai nominal modal dasar ditetapkan lebih Ianjut dengan KePutusan KepaIa Daerah

serta mendapa〔 pertimbangan da「j Dewan Pen”akilan Rakyat Daerah.

4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan moda圧ersebut pada aγat (2) pasa=ni

dari Peme「intah Daerah, Penyertaan Modai Peme「intah Propinsi dan Pusat dan

Pinjaman dari pihak lain dengan te「lebih dah'」1u mendapat persetujuan dari Dewan

Perwakilan Rakyat.

5) Modai Perusahaan Dae「ah disetor penuh kedaIam kas perusahaan daerah seca「a

6膏霊宝慧‡三豊諾岩盤謹書岩盤霊謙語誓nnYa“
7〉　Saham p「iorhas hanγa dapat dim輔oIeh Peme「intah Daerah sedangkan saham biasa

juga dapat dim掴ki oleh Pemerintah Dae「ah, Warga Negara lndonesia dan atau Badan

hukum lainnya yang di「ikan be「dasa「kan peraturan pe「undang-undangan yang be「laku.

8) Pemindahan suatu saham kepada pihak ketiga diadakan der-gan Pemyataan tertuIis

yang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak

Penerima saham Yang dipindahkan.

9) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasa=ni dapat dilakukan

seteIah mendapat pertimbangan da「i Badan Pengawas dengan pe「setujuan Kepala

Dae「ah.
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寄A寄V

RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasa18

1) Rapat umum pemegang saham diadakan setiap tahun selambat-lambatnya 2 (dua) buIan

SeteIah tutup tahun buku, dan rapat umum lai…ya SeWaktu-Waktu dapat diadakan.

2I Rapat umum pemegang saham diadakan atas permintaan Di「eksi dengan su「at tercatat

SeIambat-ねmbatnya 14 (empat belas) ha「i sebelum rapat dimuIaしdan panggiIan tersebut

harus menYangkut waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan, begitu puia pokok

masaIah yang dibicarakan.

3) Rapat umum pemegang saham dihadi「i oleh pa「a pemegang saham dan dapat dihadiri

OIeh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika diperlukan.

4) Da!am rapat umum pemegang saham tidak boIeh diambiI keputusan mengenai pokok

yang tidak te「sebut dalam su「at panggiIan kecua旧

a. Mengenai tata tertib

b. Usuトusul pemegang saham yang telah diajukan kepada Direksi selambatnya 7 (tujuh)

hari sebeium rapat dileksakan.

5) Rapat umumpemegang saham dipimpin oleh Di「eksi Utama dan∴aPabha belhalangan

diganti oIeh salah satu direktu「 yang ditunjuk.

6〉　Keputusan dalam rapat umum pemegang saham diambiI seca「a musyawa「ah dan

mufakat.

7) 」ika terdapat suatu masalah tidak dapat dicapai seca「a musyawarah mufakat, maka

masailah tersebut dise「ahkan kepada Kepala Daerah selaku pemegang saham p「io「itas

untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat -Pendapat peserta rapat.

8〉　Yang mempunyai hak sua「a dalam 「apat umum pemegang saham adaIah pemegang

Saham yang teIah menandatanganj dafta「 hadi「.

9) Apabila pemegang saham berhalangan hadir, maka haknya selaku pemegang saham

dalam rapat umum γang bersang蘭tkan dapat diberikan kuasa kepada siapapun yang

ditunjuk untuk mewakili.

BA8Vi

ORGANISASI DAN MENAJEMEN

pasa19

1) Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu Di「eksi yang terdiri dari seo「ang di「うktu「 utama

dan d肘antu oleh bebe「apa o「ang di「ektur yang ber[anggung jawab atas bidangnya

masing - maSing.

2) Direktur Utama bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah dan Direksi bertanggung jawab

kepada Direktur Utama.

3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnYa d肘kukan oIeh saIah seorang

anggota Direksi yang tertua daIam jabatannYa dan atau ditunjuk oleh direktu「 utama.

4) St「uktur organisasi, tata k〔河a dan uraian tugas pe「usahaan daerah akan ditetapkan

dengan Peraturan KepaIa Daerah.

Pasal10

1) Direktur Utama mewak冊perusahaan didaIam da= diluar pengadilan.

2) Direktu「 Utama dapat menye「ahkan kuasa mewa輔sebagaimana tersebut pada ayat (1)

pasa=ni kepada seorang Direksi atau kepada seorang/bebe「apa orang ka「yawarl

perusahaan dae「ah baik sendi「i maupun bersama-Sama atau kepada o「ang/badan hukum

iain sesuai ketentuan vang be「laku.



Pasal11

1) Di「eksi menentukan kebijakan daIam memimpin pe「usahaan.

2) Direksi mengu「us dan mempertanggung jawabkan kekayaan perusahaan.

3) Di「eksi atas pe「Setujuan Badan Pengawasan dan pemegang saham dapat meminjamkan

uang atas nama pe「usahaAn daerah dan mengadakan perianiian utangrpiutang dengan

pihakl∂in.

Pasa1ま2

Direksi dengan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) dapat be巾ndak :

a. Menempatkan perusahaan sebagaijaminan pln」aman.

b. Mempe「olah dana pinjaman dengan me面njarrkan asset/kekayaan tetap ( benda -

benda yang tidak bergerak m消k pe「usahaan

BABVll

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA DIREKSl

pasal13

1) Direksi perusahaan daerah di angkat berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidan磨

pengelolaan perusahan setelah mel割ui uji keねyakan dan kepatutan ( Fit and propertest】

γang d=akukan oIeh Kepala Daerah atau Lembaga lndependen lainnya yang di tunjuk oleh

KepaIa Dae「ah dan persetujuan KepaIa Dewan Perwakiian Rakyat Daerah.

之) S岬raし-SYa帽〔 anggo亡a Di「ek5主

a. Anggota Direksi adalah Warga Nega「a lndonesia

b. Anggota direksi mem硝ki kea輔an dibidangnya se鴫mempunyai akhIak dan mo「al

yangbaik;

C, Anggota Direksi bertempat tinggaI ditempat kedudukan perusahaan daerah;

d. Anggota Di「eksi tidak diperkenankan merangkap jabatan eksekutif Iainnya atal

jabatan lainnya yang be「hubungan dengan pengeIolaan peruSahaan;

e. Anggota Direksi tidak diperbolehkan dari Pegawai Nege「i Sip旺

f. Pengangkatan anggota Direksi tidak melebihi umu「 6O (enam puluh) tahun dengal

jenjang pendidikan sa巾ana;

g, Anggota Di「eksi terdi「i dari orang-O「ang yang tidak pernah melakukan γanl

me「ugikan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang pe龍sahaan;

h. Anggota Direksi ha…S memPunyai pengalaman daiam pengeIoIaan pe「usahaan da-

atau pemerintahan minima1 2 (duaI tahun;

i. Antara anggota Direksi tidak boleh ada hub…gan kelua「ga sampai de「ajat ketig

baik karena hubungan da「ah semenda perkawinaIl;

j. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribad=angsung pad
perusahaan daerah yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 14

1) Pengangkatan anggota Direks上

a. Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usui badan pengawas …tuk mas

jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali l (satu) kali masa jabata

setelah masa jabatan te「sebut berakhi「, jika Yang be「sangkutan terp補h kembali;

b. Seteiah Direksi utama. Direksi Yang menduduki 2 (dua) kali masa iabatan dap(

diangkat kembali untuk masa jabatan γang ke 3 (tiga) apab胎dari jabatan Direktl

menjadi Direks川tama dan umumya tidak meIebihi 60 (enam puluh) saat diangkat;

c. Gajj dan penghasilan Iaimya da「i Direksi ditetapkan oleh KepaIa Daerah denga

mengacu pada peratu「an perunda「-g-undangan yang berlaku.

2) Sebelum melaksanakan tugas, Direksi mengucapkan sumpah dan dilantik KepaIa Daeral



1) Anggota Direksi berhenti atau dapat dibe・hentikan oleh Kepala Dae「ah meskipun masa

jabatannya belum be「akhir karena :

a. Meninggal dunia;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana γang merugifen peTuSahaan

dae「ah atau kepentingan Negar争;

d. Kehilangan kewarganega「aan;

e. sesuatu yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnγa SeCara Wajar;

f. Berakhimγa maSa jabatan sebagai Direksi sebagaimana pasa1 14 (empat belas) huruf

a dan b peratu「an daerah ini;

g. pemberhentian karena alasan ayat l (Satu〉 hu「uf c maka Yang bersangkutan

Pemberhentiannya dengan tidak hormat;

h. Tidak dapat memajukan kine巧a pe調sahaan deれgan baik.

2) SebeIum pembe「hentiannγa karena alasan tersebut pada ayat l (Satu) huruf c

dilakukan辛nggOta Di「eksi yang bersangkutan dibe「ikan kesempatan …tuk membela

diri dalam suatu sidang khusus, hal mana yang dilakukan dalam waktu l (Satu) bulan

seteIah anggota Direksi yang bersangkutan diberika= Pembe「itahuan §eCa「a te血Iis

tentang aIasan pemberhentian itu

3) Selama tersebut daIam ayat 2 (dua) pasa=nibeIum diputuskan maka kepala Daerah atas

usuI badan pengawas dapat membe「hentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnγa

u、ntuk sementara waktu, dan iika tersebut pada aγat l tsatu) huruf c adalah Direktul

Utama maka KepaIa Daerah atas usul badan pengawas dapat menunjuk saIah seo「an!

Direksi untuk meIaksanakan jabatan sementara tersebut sampai dengan adanY∈

keputusan Kepala Dae「ah.

4) 」ika daIam waktu 2 (dua〉 bulan pemberhentian sementa「a dijatuhkan sebelum ad=

keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasa「kan aYat 2 (dua) pasa=ni, mak〔

pemberhentian sementara waktu menjadi bataI dan anggota Di「eksi yang bersangkutaI

dapat segera meIanjutkan jabatannva, kecuali bila mana　…tuk keputusal

pemberhentjan tersebut djpe血kan keputusan pengadiIan dan ha=tu ha…

diberitahukan kepada yang be「sangkutan・

BA寄V川

BAbAN PENGAWAS

pasaさ16　　　　　　　　　　　　、、

1) Sγarat-Syarat anggOta badan pengawas :

a. Anggota badan pengawas adalah Wa「ga Negara lndonesia;

b. AnggOta badan pengawas mempunYai ahlak dan mo'al γang baik;

c. Anggota badan pengawas terdiri dari orang-O「ang yang tidak pemah melakuka

kegiatan yang merugikan nega「a dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bid訓

PeruSahaan;

d. Anta「a sesama anggOta badan pengawas dan anggota Direksi tdak boIeh ada hub…ga

da.rah maupun karena semenda /k。ren叩erkowin。n)

2) Badall PengaWaS berdomis硝di wilayah kabupate冊almahera Timur

p蜜sa117

Badan Pengawas mempunyai tugas dan f…gSi melakukan pengawasan terhadap perusahaこ

daerah
聞



pasai宣8

1) Anggota badan pengawas te「diri da「i atas sebanyak banyak 5 (lima) orang dan sedikitnya

⑳3 (tiga) orang yang te「diri dari Ketua, Sek「etaris dan anggota badan pengawas
Anggota Badan Pengawas diangkat oIeh kepaIa Dae「ah atas persetujuan DPRD untuk masa

jabatannva selama-lamanYa 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa

∂憲‡諾意諾器蒜悪霊一講書Ya
pasa119

Anggota Badan Pengawas be「henti atau dapat dibe「hentikan oleh Kepala Dae「ah meskipun

m,aSa jabatannYa belum berakhir karena ;

1. Me雨nggal dunia;

2. Atas permintaan sendiri;

3. Melakukan perbuatan tercela atau tindakan pidana yang me「ugikan perusahaan dae「ah

dan negara;

4. Keh=angan kewarganegaraannya;

5. Sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat meIaksanakan tugasnya secara wajar.

antara lain sakit, meninggaIkan tugas selama 2 (dua) tahun berturut- turut.

p亀sa1之0

Sebelum anggota Direksi dan anggota badan pengawas peusahaan Daerah menjaIankan

tugasnya terhadap yang bersangkutan te「lebih dahuIu dhakukan pelantikan dan pengambiIan

SumPah oieh KepaIa Daerah.

Pasa1之1

Badan pengawas dalam melaksanakan tugasnya be「kewajiban :

a. Memberikan pendapat da= Saran kepada Kepala Daerah dan Direksi mengenai rencana

ke巾a dan anggaran perusahaan serta perubahan/tambahnya lapora帥ainya da「圃「eksi.

b. Mengikuti pe「kembangan kegiatan perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukan

segala kemunduran′ Segera melaporkannYa kepada Kepala Daerah dengan disertai sara[

mengena‖agkah pe「ba撮an Yang ditempuh.

c. Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dan Di「eksi perusahaan daerat

mengenai setiap masa-ah lainnya yang dianggap penti''g bagi pengelola pe「usa晴an.

d. Memberkan laporan kepada KepaIa Daerah secara berkala (t「iwuIan dan tahunan) sertz

pada setiap waktu yang diperlukan mengenai pertimbangan pe「usahaan’daerah・

pasa1之2

DaIam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasa1 21 peratu「an dae「ah ini・ badal

PengaWaS Wajib memperhatikan :

a. pedoman petunjuk kepala Daerah senantiasa mempe「hatikan efisiensi dan efektifita

pe「usahaan.

b. Ketentuan daIam pe叫Sahaan daerah serta ketentuan pe「aturan pe「undang-undanga

yang be「Iaku.

c. pemisahan tugas badan pengawas率いgan tugas penguruSan pe「uSahaan daerah yan

me調Pakan tugas dan tanggung jawab Di「eksi.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya badan pengawas mempunyai wewenang

Sebagai berikut :

a. Melihat buku-buku dan surat-Su「at Serta dokumen-dokumen lainva memeriksa keadaan

kas [untuk kepe「luan ve「ifikasi l dan memeriksa kekaYaan PeruSahaan:

b. Meminta penjelasan da「i Direk§i perusahaan mengenai persoalan Yang menγangkut

PengeloIaan perusahaan:

c. Meminta Direksi dan Pejabat fainya denga= SePengetahuan Direksi …tauk menghadi「i

rapat Badan pengawas:

d. Menghadiri 「apat Direksi dan mendirikan pandangan terhadap haI-hal dibica「akan.

も　paSaは4

1) Badan pengawas mengadakam 「apat seku「ang-ku「ang 3 [t圃bulan sekali dan sewaktu-

waktu bila diperlukan:

2) DaIam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat l 【satu】 pasaI ini dibica「akan hal-haI γang

berhubungan dengan tugas pokok fungsi dan hak serta kewaiibaIIYa.

3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambii atas dasar musyawarah dan mufakat.

寄A81X

PEMBINAAN

1) Pembinaan terhadap perusahaa= Dae「ah diIakukan oleh Kepala Dae「ah denga[

memperhatikan saran-Saran dan pertimbangan Dewan Pe…ak胎n Rakyat Dae「ah.

2) Dalam peIaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat l [satu] Pasal輔Kepal〔

Dae「ah diba'ltu OIeh Sek「eta「iat Dae「ah atau pejabat lainya γang ditunjuk.

、甘A8X

HAK DAN KEWAJ肥AN

Bagian Pertama

HAK

1) Kedudukan hak dan ka「YaWan・ gaji tunjanga= lainya dan pension karyawaPr`ditetapka

dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan yan

2〉 Direksi mengangkat dan membe「hentikan ka「yawan pe「usaan Daerah denga

pe「setujuan Badan Pe=gaWaS menurut ketentuan kepegawaian perusahaa

sebagaimana dimaksud aYat l (satul pasa‖ni

Bagian Kedua

K各WAJI瞳AN

1) Se読a ka「γaWan PeruSahaan Dae「ah termasuk anggota Di「eksi yang tidak at

dibe「ikan tugas menYimpan uang・ Su「at-Surat yang berharga′　barang-bara-

persediaan ka「=a -angsu-1g atau tidak -angsung menimbuIkan kerugian diwajibk

menggantikan kerugian te「sebut sesuai dengan pe「aturan pe「undang-undangan d-

ketentuan yang berIaku:



2) Semua karYaWan Dae「ah yang diberikan tugas menyimpan uang atau su「at-Surat hak

m牒pe「usahaan Dae「ah Yang disimpan dalam gudang atau tempat penYimpanan γamg

khusus∴Semata-mata digunakan ’untuk keper!uan itu diwajibkan membe「ikan

pe「tangg…g jawaban tentang pelksaれaan tugaSnya kepada Badan atauしembaga yang

ditunjuk oIeh Kepala Daerah.

3) Semua surat bukti dan su丁at fainnγa bagairnanapun sifatnYa γang te「maSuk dokumen

administrasi pembukuan Pe「usahaan Daerah disimpan tempat perusahaan daerah atau

tempat lainnya γang ditunjuk oieh KepaIa Dae「ah kecuali untuk sementar‘a Perlu untuk

kepentingan sesuatua pemeriksaan.

4) Untuk keperiuan peme「iksaan be「kaitan dengan punetapan pajak dan control acuntan

pada umumnYa, Su「at bukti dan surat IainnYa te「maSuk pada aYat 3 (tigal untuk

sementara dipindahkan kekanto「 akuntan Negara.

BABXI

Tahun Buku

Pas雷I28

1) Tahun buku perusahaan dae「ah berdasarkan tahun takwin.

2) Setiap tahun buku, Di「eksi berkewajiban menyusun lapo「an keuangan yang terdi「i atas

ne「aca perhitungan 「ug=aba serta menjelaskannya kepada Kepala Daerah melalui

Sekretariat Daerah paling lambat 3(tiga) bulan sesudah tahun buku berakhi「 untuk

mendapat pengusahaan.

3}器霊器:蕊誤認t豊島器a‡晋器詩語
keuangan tahun bersangkutan dianggap telah sah untuk disampaikan kepada umum

Pemegang Saham.

4) Perhitungan tersebut pada ayat 2 (dua) di sahkan oleh Kepala Dae「ah dan karena

pengesahan tersebut kepala daerah telah membe「ikan kewenangan kepada Direksi

terhadap segala sesuatu yang termasuk dalam pe「hitungan tahunan.

5) Pengesahan pe「hitungan tahunan sebagaimana te「sebut pada ayat 4 (empat)

s。Ianjutnya disampaikan pada Dewan Perwa華n Rakyat DaerahtelambaトIambatnya 3

(tiga) buIan pengesahan.

BAB Xll

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHuNAN

1) Pa叫g lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhi「′ Di「eksi be「kewajibar

mengaj心kan rencana ke巾a anggaran tahunan untuk meminta persetujuan dari badai

pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh KepaIa Daerah.

2) Apab蝿badan pengawasan mengemukakan keberatan atas 「encana ke巾a dan angga「aI

謹告詰誓書嵩宝器叢書書誌嵩詳言三豊豊
disahkan, maka rencana kerja tahunan sebelumnYa berIaku untuk tahun be「ikut当C`

3) Perusahaan dan atau penambahan anggaran yang te巾adi dalam tahun yan

bersangkuta申harus dapat Pe「Setujuan dari badan pengawas dan ditetapkan oIel

Kepala Dae「ah.



BABXⅢ

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN IJ¥BA PERuSAHAAN

pasa130

1) Cadangan diam dan rahasia atau biaya takte「duga tidak boieh diadakan.

2) Penggunaan laba bersih seteねh terlebih dahulu diku「angi dengan penYuSutan

Pembagian laba bagi pemegang saham prioritas ditetapkan sebagai be「ikut :

a. Pendapatan dae「ah　　　　　　　　　　　　　　　= 55%

b. Cadangan umum dan cadangantujuan　　　　　　　= 20%

c. Sosial

d. 」asa Produksi

e. §umbangan dana pension

f. Direksi/karyawan /badan pengawas

こ　ら%

=与%

=5%

= 10%

3) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan pembagian Iaba

bagi pemegang saham bisa ditetapkan sebagai berikut ;

a. Pendapatan Dae「ah

b. Pemegangsaham

Men甲ut Perbandingan niIai nominaI saham-Saham

C. Cadang∂n umum dan tujuan

d. Soiiai

e. Jasa produksi

f. Sumbangan dana pension

g. Direksi / ka「γaWan / badan pengawas

= 1与%

=4%

=2%

=　与%

こう%

=与%

= 10%

4) Pe「ngunaan Laba untuk cadangan umum sebagaimana di maksud ayat 2 (dua) Huruf b

dan ayat 3 (tiga) huruf c bila mana di capai tujuannya dapat di alihkannya pada

Penggunaan lain dengan keputusan Direksi atas persetujuan badan pengawas.

5) Cala menguruS dan menggunakan dana penγuSutan dan cadangan tuiuan Yang di

maksud pada ayat 2 (dua) dan 3 ( tiga) pasa=ni di tentukan oIeh Keoala daerah setelah

mendapat pertimbangan da「i badan Pengawas Dae「ah.　　‘

6) Penetapan bagi pembagian laba bagi pemegang biasa sebagai言lana di maksud ayat 3

(tiga) pasai ini di tetapkan melalui rapat pemegang saham

7上Pemba如n iaba be「sih sebagaimana Yang dimaksud pada aYat (2) huruf f dan avat 3

huruf g kepada badan pengawas sebesa「 2,5 % dan untuk Direksi dan karyawan 7,5 %.

"こきi

BABXIV
‘ pENGAWASAN

Pasa13宣

1) Dengan tidak mengu「angi hak Pejabat yang berwenang da「i Badan iain yang menurut

Pera薄「an Perundang-undangan γang be「laku be「wenang mengadakan penγidikan dan

Pem,eriksaan tentang segaIa sesuatu mengenai pengurusan perusahan Dae「ah, Kepaia

Daerah dapat menunjuゆPejabat pada badan pemgawasan Dae「ah atas pengurusan

da肝垂mbinaan perusahaan pe巾nggung jaWaban, yang hasilnγa disampaikan kepada

Kepala t)aerah dan Badan Pengawas.

2) Argutan Negara berwenang meIakukan pengawasan / peme「iksa叩atas pengurusan

Serta ,Pe舶nggung jawaban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku



8A臼XV

PEMBUBARAN lしIKUiDASl

h Pasa博之

.) Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan peraturan Daerah, be「dasarkan 「ekomendasi

dari panitia Iikuidasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

!) Semua karYaWan PeruSahaan seteIah diadakan pembuba「an likuidasi diselesaikan hak-

haknγa SeSuai dengan peratu「an perundang-undangan yang be「Iaku

)) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi dikembalikan dan dikuasai

peme「intah daerah setelah mempe「hit…gkan hak dan kewajiban pemegang saham

り　Pertagun如Waban likuidasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan membe「ikan

pembebasan tanggungjawab tentang peke可aan γangtelah diselesaikan

5) Dalam likuidasしPemegang Saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak

ketiga dan apabila kerugian disebabkan oIeh neraca perhitungan rug=aba yang teIah

disahkan menggambarkan keadaan pe「usahaan daerah yangsebena「nya.

8A寄XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasa!33

aI-haI γang belum diatu「 dalam peraturan daerah.d竜epanjang mengenai peIaksanaamya akan

息tur dan dltetapkan dengan keputusan Bupati・

Pasa134

e「aturan daerah　緬　muIai be「ほku pada t訓ggal di Undangkan, aga「 Setiap orang

lerlgetahuinya,、memerintahkan pe=g…dangan peraturan daerah ini dengan menetapkannya

alam lembarch daerah Kabupaten Haimahera Timu「.


